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BAB II 
TELAAH PUSTAKA 
Untuk memudahkan penulis dalam rangka menyusun penelitian ini, maka 
dibutuhkan teori-teori sebagai pedoman kerangka berpikir untuk menggambarkan 
dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang dipilih. Pedoman tersebut disebut 
kerangka teori. Kerangka teori merupakan landasan berpikir untuk melakukan 
penelitian dan teori yang dipergunakan untuk menjelaskan fenomena sosial yang 
menjadi objek penelitian. Kerangka teori diharapakn memberikan pemahaman yang 
jelas dan tepat bagi peneliti dalam memahami masalah yang diteliti. 
2.1 Konsep Tugas Pokok dan Fungsi 
Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan 
wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi 
secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan 
program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi. 
Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang 
dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas 
tersebut di golongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan 
kemampuan dan tuntutan masyarakat. 
Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) merupakan suatu kesatuan yang saling 
terkait antara Tugas Pokok dan Fungsi. Dalam peraturan perundang-undangan pun 
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sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam 
rangka melaksanakan sebuah tugas pokok. 
2.1.1 Tugas Pokok 
Tugas pokok dimana pengertian tugas itu sendiri telah dijelaskan 
sebelumnya adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang 
merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu 
demi mecapai suatu tujuan. 
Adapun definisi tugas menurut para ahli yang menilai bahwa tugas 
merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu 
menurut John & Mary Miner dalam Moekijat (1998), menyatakan bahwa 
“Tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan 
khusus”. Sedangkan menurut Moekijat (1998), “Tugas adalah suatu bagian atau 
satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur 
(elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap. 
Pengertian tugas lainnya yaitu menurut Dale Yoder dalam Moekijat 
(1998), “Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur 
dalam suatu jabatan. Sementara Stone dalam Moekijat (1998), mengemukakan 
bahwa “Suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan 
untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 
Berdasarkan definisi tugas di atas, dapat kita simpulkan bahwa tugas 
pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin 
dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan 
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gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi 
mencapai tujuan tertentu. 
2.1.2 Fungsi 
Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan 
kegunaan sautu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Adapun menurut 
para ahli, definisi fungsi yaitu menurut sutarto (2008: 22), “Fungsi adalah 
rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk 
dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan 
sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Sedangkan 
pengertian singkat dari definsi fungsi oleh Moekijat (2008: 22), “Fingsi adalah 
sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu. 
Berdasarkan pengertian masing-masing dari kata tugas pokok dan fungsi 
di atas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi tugas pokok dan fungsi 
(TUPOKSI) tersebut adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang 
dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling 
berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai 
tujuan tertentu dalam sebuah organisasi. 
2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru 
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru No. 94 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, maka tugas pokok dan 
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fungsi Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota 
Pekanbaru adalah sebagai berikut : 
1. Tugas Pokok 
Bidang Tata Ruang mempunyai tugas membantu sebagian Tugas 
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam 
melaksanakan sub urusan tata ruang. 
2. Fungsi 
Bidang Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaiaman 
dimaksud pada penjelasan sebelumnya, menyelenggarakan fungsi : 
1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan 
penataan ruang. 
2. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang penataan ruang. 
3. Pelaksanaan koordinasi perencanaan teknis di bidang pengelolaan 
penataan ruang. 
4. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan 
penataan ruang. 
5. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penataan ruang. 
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan 
penataan ruang. 
7. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja 
/ instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan 
penataan ruang. 
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8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
2.2 Konsep Kebijakan Publik 
2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai 
rangkaian konsepdan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam 
pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang 
pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis 
pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. 
Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) 
mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang 
diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan 
tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan 
kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut 
dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukan bahwa 
ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan 
merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun 
kebijakan harus menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa 
yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. 
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Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri 
masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka 
untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) 
memberikan beberapa pedoman sebagai berikut : 
a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan 
b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari 
administrasi 
c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan 
d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan 
e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai 
f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau Bsasaran tertentu baik eksplisit 
maupun implisit 
g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang 
waktu 
h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi 
dan yang bersifat intra organisasi 
i) Kebijakan publik meski tidak ekslusif menyangkut peran kunci 
lembaga-lembaga pemerintah 
j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif. 
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Menurut Bridgeman dan Davis, 2004 dalam Edi Suharto (2007:5) 
menerangkan bahwa kebijakan publik setidaknya memiliki tiga dimensi yang 
saling bertautan, yakni sebagai tujuan (objective), sebagai pilihan tindakan yang 
legal atau sah secara hukum (authoritative choice), dan sebagai hipotesis 
(hypothesis). 
1. Kebijakan publik sebagai tujuan 
 Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian 
publik. Artinya, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan 
pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang 
diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. 
2. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal 
 Pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif  
karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem 
pemerintahan. Keputusan itu mengikat para pegawai negri untuk 
bertindak atau mengarahkan pilihan tindakan atau kegiatan seperti 
menyiapkan rancangan undang-undang atau peraturan pemerintah 
untuk dipertimbangkan oleh parlemen atau mengalokasikan anggaran 
guna mengimplementasikan program tertentu. 
3. Kebijakan publik sebagai hipotesis 
 Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis 
mengenai sebab dan akibat. Kebijakan-kebijakan senantiasa bersandar 
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pada asumsi-asumsi mengenai prilaku. Kebijakan selalu mengandung 
insentif yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Kebijakan 
juga selalu memuat disensetif yang mendorong orang tidak 
melakukan sesuatu. Kebijakan harus mampu menyatukan perkiraan-
perkiraan mengenai keberhasilan yang akan dicapai dan mekanisme 
mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi. 
Thomas R Dye sebagaimana dikutip Irfan Islamy (2009: 19) 
mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ is whatever government choose to 
do or not to do”( apapaun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk 
tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah 
mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan 
pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah 
untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena 
mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk 
melakukan sesuatu. 
2.3 Konsep Prosedur 
Syamsi (2004:16) prosedur adalah suatu rangkaian metode yang telah menjadi  
pola tetap dalam melakukan suatu pekerjaan yang merupakan suatu kebulatan. Zaki 
Baridwan (2009:30) prosedur merupakan urutan pekerjaan kerani (clerical) yang 
melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin 
adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi yang sering terjadi.  
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Pada hakikatnya prosedur itu diterapkan bagi pekerjaan yang terjadi berulang- 
ulang. Sehingga untuk tahun- tahun berikutnya tidak akan mengalami hambatan dan 
segala sesuatunya diharapkan dapat berjalan lancar. Dalam prosedur biasanya 
dicantumkan batas waktu untuk setiap langkah, sehingga prosedur itu akan berjalan 
sesuai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan. 
Selain itu, suatu prosedur mempunyai ciri yang bersifat stabil di satu pihak 
dan fleksibel di lain pihak. Ini kelihatan saling bertentangan. Di sini ada sebagian 
dari langkah yang bagaimanapun harus diikuti sepenuhnya akan tetapi ada juga 
sebagian kecil langkah yang bisa luwes cara penerapannya dengan melihat situasi 
dan kondisinya. Secara umum dikatakan, bahwa sasaran yang stabil akan 
menjadikan prosedur yang stabil juga. Sebaliknya apabila sasarannya berubah maka 
prosedur pelaksanaannya juga akan ikut berubah. 
Adanya kemungkinan prosedur yang telah berlaku lama itu pada suatu ketika 
akan tidak cocok lagi untuk dipertahankan. Oleh karena itu, secara berkala perlu 
diadakan evaluasi terhadap prosedur yang berlaku, apakah masih sesuai atau tidak. 
Apabila tidak sesuai lagi dicari apa sebabnya dan di mana letak penyebabnya. Jika 
telah ditemukan penyebabnya maka harus dianalisis lebih lanjut untuk kemudian 
dibetulkan dan dicoba dulu. Apabila telah yakin bahwa prosedur yang telah diubah 
itu cocok, barulah diterapkan secara resmi. 
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2.4 Pengertian Ruang, Tata Ruang Dan Penataan Ruang 
D.A. Tisnaadmidjaja dalam Asep Warlan Yusuf (1997:6) yang dimaksud 
dengan ruang adalah “wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris 
yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya 
dalam suatu kualitas kehidupan yang layak. Tata ruang adalah wujud struktur ruang 
dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem 
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial 
ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. 
Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, 
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (Pasal 1 angka 3 Undang-
undang Nomor 26 Tahun 2007). Hal tersebut merupakan ruang lingkup penataan 
ruang sebagai objek Hukum Administrasi Negara. Jadi, hukum penataan ruang 
menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yaitu hukum yang berwujud 
struktur ruang (sususnan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan 
sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang 
secara hierarkis memiliki hubungan fungsional) dan pola ruang (distribusi 
peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk 
fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya). 
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2.4.1 Asas dan Tujuan Penataan Ruang 
Herman Hermit (2008:68) sebagaimana asas hukum yang paling utama 
yaitu keadilan, maka arah dan kerangka pemikiran serta pendekatan-
pendekatan dalam pengaturan (substansi peraturan perundang-undangan) apa 
pun, termasuk Undang-Undang Penataan Ruang, wajib dijiwai oleh asas 
keadilan. 
Berdasarkan Pasal 2 Undang-UndangNomor 26 Tahun 2007 ditegaskan 
bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas: 
1. Keterpaduan, bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan 
mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas 
wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan antara 
lain, adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 
2. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, yaitu penataan ruang 
diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan 
pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, 
keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara 
kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. 
3. Keberlanjutan, penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin 
kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan 
dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang. 
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4. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, bahwa penataan ruang 
diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya 
yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruangyang 
berkualitas. 
5. Keterbukaan, adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan 
memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk 
mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang. 
6. Kebersamaan dan kemitraan, bahwa penataan ruang diselenggarakan 
dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. 
7. Perlindungan kepentingan umum, ialah bahwa penataan ruang 
diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. 
8. Kepastian hukum dan keadilan, ialah bahwa penataan ruang 
diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan 
mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan 
kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum. 
9. Akuntabilitas, bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat 
dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun 
hasilnya. 
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2.4.2 Klasifikasi Penataan Ruang 
Klasifikasi penataan ruang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa penataan ruang diklasifikasikan 
berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan 
kawasan, dan nilai strategis kawasan.Selanjutnya ditegaskan sebagai berikut: 
1. Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem 
internal perkotaan. 
2. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri dari kawasan 
lindung dan kawasan budi daya. 
3. Penataan ruang berdasarkan wilayah administrasi terdiri atas penataan 
ruang wilayah nasional, penataaan ruang wilayah provinsi, dan penataan 
ruang wilayah kabupaten/kota. 
4. Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang 
kawasan perkotaan, dan penataan ruang kawasan perdesaan. 
5. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan 
ruang kawasan strategis nasional, penatan ruang kawasan strategis provinsi, 
dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota. 
Penyelenggaraan penataan ruang harus memperhatikan hal sebagai berikut: 
1. Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan 
terhadap bencana. 
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2. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, 
kondisi ekeonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, 
lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu 
kesatuan. 
3. Geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. 
Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi,dan 
penataan ruang wilayah kabupaten/kota harus dilakukakn secara berjenjang dan 
komplementer. Komplementer yang dimaksud disini adalah bahwa penataan ruang 
wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah 
kabupaten/kota saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan dalam 
penyelenggaraannya tidak terjadi tumpah tindih kewenangan. 
2.5 Ruang Terbuka Hijau 
Ruang Terbuka (Open Space) adalah ruang-ruang dalam kota atrau wilayah yang 
lebih luas baik dalam bentuk area / kawasan maupun dalam bentuk area memanjang / jalur 
dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. 
Ruang terbuka terdiri atas ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau. (Permen PU 
Nomor : 05/PRT/M/2008). 
Ruang Terbuka Hijau (Green Open Space) adalah area memanjang/jalur dan/atau 
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik 
yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. (Permen PU Nomor : 
05/PRT/M/2008). Secara definitif, ruang terbuka hijau adalah kawasan atau areal 
permukaan tanah yang di dominasi oleh tumbuhan yang di bina untuk fungsi perlinudngan 
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habitat tertentu, dan atau sarana lingkungan / kota, dan atau pengamanan jaringan 
prasarana, dan atau budaya pertanian.  
Selain untuk meningkatkan kualitas atmosfer, menunjang kelestarian air dan tanah, 
Ruang Terbuka Hijau (Green Open space) di tengah-tengah  ekosistem perkotaan juga 
berfungsi untuk meningkatkan kualitas lansekap kota. 
2.5.1 Peranan Ruang Terbuka Hijau Bagi Suatu Kota 
Kota merupakan suatu pusat permukiman penduduk yang besar dan luas yang 
tidak hanya merupakan kumpulan gedung-gedung dan sarana fisik lainnya. 
Komponen kota adalah antara lingkungan  fisik kota dan warga kota yang selalu 
berinteraksi selama proses perkembangan kota. 
Peranan ruang terbuka hijau bagi suatu kota dapat dilihat pada hal-hal 
sebagai berikut : 
1. Terhadap kualitas lingkungan kota. Penataan ruang terbuka hijau secara 
tepat akan mampu berperan meningkatkan kualitas atmosfer kota, 
penyegaran udara, menurunkan suhu kota, menyapu debu permukaan kota, 
menurunkan kadar polusi udara, dan meredam kebisingan. 
2. Di lain pihak, kemajuan alat dan pertambahan jalur transportasi dan sistem 
utilitas, sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan warga kota, juga 
telah menambah jumlah bahan pencemar dan telah menimbulkan berbagai 
ketidak nyamanan di lingkungan perkotaan. Untuk mengatasi kondisi 
lingkungan kota seperti ini sangat diperlukan RTH sebagai suatu teknik 
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bioengineering dan bentukan biofilter yang relatif lebih murah, aman, 
sehat, dan menyamankan. 
3. Untuk  mendapatkan RTH yang fungsional dan estetik dalam suatu sistem 
perkotaan maka luas minimal, pola dan struktur, serta bentuk dan 
distribusinya harus menjadi pertimbangan dalam membangun dan 
mengembangkannya. Karakter ekologis, kondisi dan keinginan warga kota, 
serta arah dan tujuan pembangunan dan perkembangan kota merupakan 
determinan utama dalam menentukan besaran RTH fungsional ini. 
4. Keberadaan RTH penting dalam mengendalikan dan memelihara integritas 
dan kualitas lingkungan. Pengendalian pembangunan wilayah perkotaan 
harus dilakukan secara proporsional dan berada dalam keseimbangan 
antara pembangunan dan fungsi-fungsi lingkungan. 
2.5.2 Tujuan Ruang Terbuka Hijau 
Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota adalah bagian dari ruang-ruang 
terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, 
tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna  mendukung manfaat 
langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota 
tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah 
perkotaan tersebut. Adapun tujuan penyelenggaraan tersedianya RTH 
perkotaan ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No  05 / 
PRT / M 2008 bahwa tujuan pembentukan RTH perkotaan adalah untuk : 
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1. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air. 
2. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara 
lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan 
masyarakat perkotaan. 
3. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman 
lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. 
2.5.3 Kerjasama Dalam Mengelola RTH Publik 
Beberapa pengertian dan defenisi untuk kata pengelolaan, pengertian 
dan defenisi ini juga dipakai untuk pengelolaan didalam peraturan dan 
perundangan hal yang dimaksud agar dapat diperoleh kesepahaman dan 
pengertian yang sama untuk kata pengelolaan tersebut walaupun dalam 
pemakaian dan penggunaannya untuk beberapa hal atau tujuan mempunyai 
pengertian defenisi yang berbeda.  
Nazaruddin (1996:14) Bentuk kerjasama yang dilakukan dalam 
pengelolaan taman adalah pelibatan masyarakat dalam bentuk partisipasi. 
Bentuk partisipasi yang dapat dilakukan adalah menjaga lingkungan taman 
dengan tidak merusak dan mencabut tanaman. 
Kriteria Pengembangan RTH, beberapa kriteria yang dianggap penting 
dalam pengembangan RTH (De Chiara, 1982) antara lain: 
a. Memiliki fungsi penggunaan utama 
b. Memiliki nilai hubungan dalam penggunaannya 
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c. Ukuran dari lahan 
d. Mempertimbangkan antara desa dan kota 
e. Intensitas penggunaan 
f. Karakteristik lahan 
g. Kondisi-kondisi lainnya 
Peningkatan jumlah penduduk berakibat pada peningkatan kebutuhan 
akan barang publik (Sidarta, 1993:20). Barang publik dalam hal ini adalah 
sarana dan prasarana, fasilits sosial dan fasilitas umum yang dibutuhkan oleh 
masyarakat kota. Peningkatan kebutuhan sering tidak dapat dipenuhi secara 
baik oleh pemerintah karena keterbatasan yang dimilikinya. Untuk itulah 
perlu dilakukan kerjasama pemerintah dan warga kota dalam penyediaan 
barang publik. 
Mengingat fungsinya sebagai fasilitas umum yang digunakan untuk 
kepentingan umum, taman tidak dapat dijadikan objek kerjasama yang 
berorientasi ekonomis. Pengelolaan taman oleh swata tidak dapat dijadikan 
sumber pendapatan bagi swasta tersebut. Imbalan yang dapat diberikan 
sebagai hasil kerjasama adalah imbalan yang tidak berupa uang, seperti media 
promosi, kemudahan dalam pekerjaan atau penghargaan, cara lainnya dengan 
memberi nama taman tersebut dengan nama donatur pemeliharaan taman. 
 
 
 
35 
 
2.6 Pandangan Islam Terhadap Kelestarian Lingkungan 
Ayat-ayat Al-Qur’an tentang Kelestarian Lingkungan 
1. Surah Al A’raf [7] Ayat 56 Tentang Peduli Lingkungan 
                             
         
Terjemahannya : 
56. dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 
memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak 
akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat 
Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik 
. 
2. Surah Asy Syu’araa ayat 7-8 
 
                              
          
 
Terjemahannya : 
 
7. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya 
kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang 
baik? 
8. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda 
kekuasaan Allah. dan kebanyakan mereka tidak beriman. 
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2.7 Definisi Konsep 
Singarimbun (2008: 33), konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan 
untuk menggambarkan secara abstrak mengenai kejadian, keadaan, kelompok , atau 
individu yang menjadi perhatian ilmu social. 
Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data guna mendapatkan 
pengertian serta permasalahan yang jelas, maka diperlukan definisi konsep. Adapun 
definisi konsep dalam penelitian ini yaitu : 
1. Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan 
wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu 
instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk 
menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan 
misi suatu organisasi. 
2. Bidang Tata Ruang adalah salah satu Bidang yang ada pada Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang di Kota Pekanbaru. 
3. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, 
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (Pasal 1 angka 3 
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007)  
4. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang 
penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh 
secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. (Permen PU Nomor : 
05/PRT/M/2008) 
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2.8 Konsep Penelitian 
Tabel 2.1 Indikator-indikator Penelitian 
Konsep Indikator Sub Indikator 
Tugas Pokok dan 
Fungsi Bidang 
Tata Ruang 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan Ruang 
Kota Peknbaru  
1. Merumuskan 
pelaksanaan tugas 
a. Pembagian tugas 
b. Menetapkan standar 
pembangunan 
c. Target pelaksanaan tugas 
2. Melakukan kerjasama 
/ koordinasi dengan 
pihak ke 3 (tiga) 
a. Menentukan pihak ke 3 (tiga) 
b. Bentuk kerjasama 
3. Melakukan penilaian 
atau evaluasi 
a. Pengamatan langsung 
b. Pembuatan laporan 
4. Melakukan perbaikan a. Melakukan Perbaikan atas 
terjadinya penyimpangan atau 
kesalahan 
b. Memberikan teguran 
Sumber : Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 
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2.9 Kerangka Berfikir 
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
Gambar 2.1  
Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 
Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang dalam Penataan RTH di Kota Pekanbaru 
1. Merumuskan Pelaksanaan tugas 
2. Melakukan Kerjasama / Koordinasi dengan Pihak ke 3 (tiga) 
3. Melakukan Penilaian atau Evaluasi 
4. Melakukan Perbaikan 
Terwujudnya Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Pekanbaru 
dengan baik 
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2.10 Penelitian Terdahulu 
Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang peneliti lakukan dapat 
dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini. 
Tabel 2.2 
No Judul/Peneliti Metode 
Analisis 
Hasil Penelitian 
1. Manajemen 
Pemerintah Kota 
Terhadap Ruang 
Terbuka Hijau Di 
Kota Pekanbaru 
Tahun 2008-2012 
Oleh: Ajeng 
Puspita Ningrum 
Analisis 
Kualitatif 
Manajemen Pemerintah Kota Terhadap Ruang 
Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru Tahun 2008-2012 
dalam meningkatkan Ruang Terbuka Hijau yang ada 
di Kota Pekanbaru belum berjalan secara efektif, 
dilihat dari program-program yang berjalan kurang 
efektif, tidak memanfaatkan lahan-lahan yang masih 
kosong di Kota Pekanbaru, dan tidak adanya 
Peraturan Daerah yang mengatur tentang Ruang 
Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru. 
2. Analisis Upaya 
Pemerintah Daerah 
dalam 
Menyediakan 
Ruang Terbuka 
Hijau (RTH) di 
Kota Pekanbaru 
Analisis 
Kualitatif 
Hasil Analisis dari upaya pemerintah daerah dalam  
menyediakan  Ruang Terbuka Hijau di Kota 
Pekanbaru secara keseluruhan adalah kurang baik. 
 
3. Peranan Dinas Tata 
Ruang dan 
Bangunan Kota 
Medan (Studi 
Tentang Pelayanan 
Izin Mendirikan 
Bangunan di 
Kecamatan Medan 
Johor) 
Analisis 
Kualitatif  
Pelayanan izin mendirikan bangunan belum dapat 
dikatakan berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat 
dari masih adanya penempatan pegawai DTRTB 
Kota Medan yang tidak sesuai dengan 
kemampuannya, sarana dan prasarana pendukung 
kerja pegawai yang masih belum memadai. Serta 
kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada 
masyarakat membuat kurangnya pemahaman 
masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan IMB 
yang diminta, sehingga pengurusan perizinan 
mendirikan bangunan membutuhkan waktu yang 
lama. 
 
 
